
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN

NOMOR  7  TAHUN 2008     

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang 
perhubungan, perlu diikuti upaya peningkatan sumber-sumber 
penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 50 Tahun 2002 
tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan khususnya 
mengenai besaran tarif retribusi, sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan, kondisi dan tuntutan penyelenggaraan 
Pemerintahan di bidang perhubungan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan. 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  1980  tentang    Jalan   
(Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun  1980   Nomor  
83,   Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3186) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992   tentang  Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran  Negara  Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3480);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1992 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481 );

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);   

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3881);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan 
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4010);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang 
Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3303);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1985 tentang Angkutan 
Udara sebagaimana telah diubah  dengan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3527);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang 
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana 
dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3259);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang 
Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3530);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang  
Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3724);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan 
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3907);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3980);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang 
Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4001);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4145);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandar 
Udaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4146);

25. Peraturan   Pemerintah   Nomor  34   Tahun 2006 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

27. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2002 
tentang  penyelenggaraan perhubungan ( Lembaran Daerah 
Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 77, Seri E);

28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 
Tahun 2007-2012 ( lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 5);

29. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten (Lembaran 
Daerah Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Banten Nomor  7 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan 

GUBERNUR BANTEN 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI 
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 
Provinsi Banten.

6. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi 
Banten.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Banten Provinsi Banten.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian Izin atau rekomendasi tertentu 
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan 
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, 
lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

10. PerIzin an yang selanjutnya disebut Izin  adalah kegiatan Pemerintah Daerah 
dalam rangka pemberian  Izin  kepada orang pribadi atau  badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan 
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 
prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum 
dan menjaga kelestarian lingkungan

11. Rekomendasi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka untuk 
memberikan saran teknis terhadap kegiatan perIzin an yang dikeluarkan oleh 
instansi lain.

12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.


